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ABSTRAK:  

- masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian daerah 

berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai 

kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang 

makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

ketahanan ekonomi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan 

secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, 

pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-

luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan 

rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, bahwa dalam rangka 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetensi, 

sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai pelaku ekonomi. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberdayaan, 

pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan, kriteria usaha mikro,kecil dan menengah, 

penumbuhan iklim usaha dan perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan 

penjaminan, penunjukan bank dan Lembaga keuangan bukan bank pelaksana pinjaman, penglola 

dana bergulir, penyaluran dana bergulir, kemitraan dan jaringan usaha, koordinasi dan 

pengendalian pemberdayaan usaha mikro,kecil,dan menengah, sanksi administratif. 

CATATAN: 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku padaa tanggal diundangkan, 4 Mei 2017. 

- Penjelasan 11 halaman. 


